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Tak Beri Bantuan Hukum Ke Firl

{PK Harus Bersin Dari Korupst

Keputusan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango
tak memberi bantuan hukum ke Firli Bahuri didukung
legislator Senayan. Pasalnya, kasus yang menjerat Firli
diduga berkaitan dengan kasus karupsi.

ANGGOTA Kamisi 111 DPR
Didik Mukrianto mengatakan,
KPK sebapu lembaga pembe-
FafiLasan korupsi teemang haros
biersib dari tindakan koropsi yang
melibutkan kalangan inkemal.
“Sayva mendukung Pak Nu-
wiwi ontuk memastikan KPK
haeus cern tolerance tethadap
korupsi,” kata Didik dalam kete-
rangan tertulis kepada Rokya
Merdeka, Kamis (3071 12024),
[hiik menala, perbuatan Firl
ving diduga melakukan pem-
crasan terhadap cks Menteri
Pertanian Svahrul Yasin Limpe
meembuat kepercayaun masyars-
kat terhadap KPK anjlok, Hal ini
hars segera diperbaiki dengan
komitmen tegas darl pimpinan
bart untuk tidak berkomprom
terhadap tindakan konipsi.
“Sudah sepantasnya KPK
iu bersth dart sepala bentuk
penlaku korupsi,” tegas Dhdik,

Wasekjen DPP Partar De-
mokrat ini mengingatkan, KPK
punya tugas dan fang pung jawab
besar dalam memberantas ko-
rupsi. Dabam Konteks o, KPK
wijib terbehas dari segala ben-
tuk perilaku korup dan segenap
Aparanyi.

“Membangun zona infegritas,
zero oleransi ferhadap korupsi
menjadi keharusan, selain -
tegritas din toralitas aparamya
memberantis korupsi.” ujamya.

Didik bilang, KPK telah me-
miliki Standard Operating Pro-
cedure (SOP)dalam memberan-
tas korupsi secars kelembagaan,
Semua pihak mest tkut mendo-
rong KPK melakukan koimitien
antikorupsi.

“Kita semua harus mendorong
dan mendukung seliap upaya
KPK memberantas korupsi, Ter-
misuk Scrisp upays penguatan
yuny dilskukan pmpinan KPK

Didik Mukrianto

uniuk terus meneguhkan integ-
ritas para pimpi nan dan pegawai
KFK, sertameningk atkan prafe-
saomhilas, kapasitas, kapabilias
dan kompetenst,” kata Didik.

Sepertt diketahul, usai resmi
ditetapkan tersangka oleh Polda
Melro Jaya dalam kasus dugaan
pemerasan, pencrimaan grari-
fikasi hingga suap, Firli tidak
mendapal bantuan hukum dan
KPK,

Tak hanya itu, KPK juga me
mutuskan unluk menartk Aide
De Camp (ADC) aran ajudan

yang melekat pada Firli dan
Pusat Polisi Militer Tentara
Nasional Indonesia atan Puspom
TNL

Juru Bicara Penindakan dan
Kelemhagasn KFK Al Fikri
mengatakan, keputusan Lk
memberikan bantuan hukum
dan penarikan ajudan ferschut
diambil berdasarkan rapat pim-
parman be rsarma pejabat struk tural
dalam hal ini Bito Hukum KPK
pada Selasa (28113,

“Darihasl pembahasan, pim-
mnan KPK sepakat tidak mem-
herikan bantwan hokum terkait
penvidikan perkara dugaan tin-
ik pidany korupsi vang sedang

berproses di Polla Metro Jaya,”
kata Al di Gedung Merah Putih
KPK, Jakarta Sclatan, Sclasa
{28/11/2023].

Al menjelaskan alisan KPK
tak memberikan bantuan hukum
kepada Firli, karena merujuk
pada Peraluran Pemenntuh ter-
kait dengan Hak, Keuangan,
Kedudukan, Profokol dan Per-
lindungan Keamanan Pimpinan
KPK.

KPK tidak dapat memberi
kan banluan hukum lantaran
kasus yang menjerat Fieli bdak
menyangkut dengan ugas dan
wewenangnya schagai insan

KPK. mkaL

@l

“Sudah sepantasnya KPK itu
bersih dari segala bentuk
perilaku korupsi.”

W Didik Mukrianto, Ancgota Komisi I DPR
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